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Abstract

The low level of Indonesia tax ratio, tax revenue realizations, and tax compliance are facts that
continue to occur in spite of several efforts made by government to conquer these problems. This
imparity comes up with the notion to explore determinants of tax compliance, because by
identifying factors that can influence tax compliance, spesific solutions related to those factors
can be proposed. This research was conducted by qualitative approach using literature review,
through the perspective of attribution theory. By reviewing various articles related to the research
topic, it can be inferred that antecedents of tax compliance can be categorized into three factors
(internal, external and relational). The implication of this paper for the government is to improve
voluntary tax compliance through education, socialization, service quality, institutional

governance while maintaining programs to enforce tax payer compliance
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Pendahuluan

Pada konteks Indonesia, topik kepatuhan
pajak dapat dibahas melalui berbagai
pendekatan, seperti pendekatan Kkuantitatif,
kualitatif. Pembahasan kepatuhan pajak melalui
pendekatan kuantitatif, lebih banyak ditekankan
pada  faktor-faktor ~yang  memengaruhi
kepatuhan pajak (Cahyonowati et al., 2012;
Putra, 2017; Ratmono, 2014; Rosyidi, 2016),
namun adapula yang mengaitkan dengan
penghindaran pajak (Hidayat dan Nugroho,
2011; Maraya dan Yendrawati, 2016; Tjondro
et al., 2016). Beberapa penelitian tersebut
menunjukkan bahwa ada banyak sekali faktor

yang dapat menyebabkan seseorang patuh
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dalam hal perpajakan, seperti etika, sanksi.
Walaupun telah banyak kajian Kkritis ataupun
penelitian empiris mengenai kepatuhan pajak,
akan tetapi topik tersebut tetap penting untuk
ditelaah lebih lanjut karena adanya fakta-fakta
pendukung, ataupun untuk tujuan
pengembangan teori.

Beberapa pendukung yang perlu
diperhatikan untuk meneliti kepatuhan pajak
adalah pentingnya peran pajak dalam menopang
APBN, data tax ratio untuk Indonesia, tingkat
realisasi pajak, tingkat kepatuhan perpajakan,
serta fakta-fakta lain yang mungkin saja tidak

berkaitan langsung dengan aspek perpajakan.
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Apabila diperhatikan, realisasi pajak dari tahun
2014 hingga 2015, selalu tidak memenuhi target
realisasi

yang telah ditetapkan, meskipun

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

(www.cnbcindonesia.com, 2018). Disamping
itu, data world bank menunjukkan bahwa nilai
Indonesia rendah

tax ratio relatif cukup

sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Data Tax Ratio di wilayah ASEAN (dalam persen)

Negara Tahun Rata-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 rata
Indonesia 13,31 11,06 10,54 11,16 11,38 11,29 10,84 10,75 10,33 11,18
Filipina 1359 12,23 12,15 12,38 12,89 1331 13,61 13,63 13,68 13,05
Singapura 13,85 13,07 12,97 13,27 13,79 1341 13,70 13,31 13,71 1345
Thailand 15,38 14,19 1493 16,36 1544 16,91 15,62 16,03 1551 15,60
Vietnam 22,40 2056 22,32 22,21 1898 19,07 na n.a na 20,92
Kamboja 10,56 9,65 10,00 10,15 11,08 12,08 14,63 14,17 1526 11,96
Malaysia 14,66 1494 1333 14,79 1561 1531 14,84 1429 13,77 14,62
Sumber: www.data.worldbank.org
Berdasarkan informasi pada tabel 1 dapat Ketidakseimbangan antara upaya

diketahui bahwa diantara beberapa negara di
kawasan ASEAN, Indonesia memiliki tax ratio
yang cenderung rendah. Bahkan apabila dirata-
ratakan, nilai tax ratio Indonesia menempati
urutan terakhir yaitu sekitar 11,2%. Rendahnya
tax ratio di Indonesia merupakan salah satu
pertanda bahwa pemungutan pajak di Indonesia
masih belum optimal (Cahyonowati et al.,
2012). Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa
tingkat kepatuhan atau kesadaran masyarakat
akan pentingnya pajak masih relatif rendah
(www.pajak.go.id, 2018) Padahal, pemerintah
telah menyusun berbagai macam kebijakan,
upaya agar kepatuhan terhadap pajak semakin
meningkat. Upaya-upaya tersebut meliputi
kemudahan dalam melaporkan SPT melalui
aplikasi, kebijakan amnesti pajak, bahkan
direktorat jenderal pajak juga telah melakukan

edukasi pajak di berbagai sektor.
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pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak

sering dijadikan sebagai motivasi untuk
menelusuri lebih lanjut apa yang menjadi
penyebab fenomena tersebut. Beberapa
penelitian sebelumnya, kepatuhan pajak yang
relatif rendah dikaitkan dengan berbagai faktor,
dan hasilnya tidak sepenuhnya konklusif. Akan
tetapi, berdasarkan telaah literatur mengenai
kepatuhan pajak, beberapa peneliti berupaya
untuk menyusun framework, atau menggunakan
teori-teori tertentu untuk menjelaskan faktor
yang memengaruhi kepatuhan pajak, dan
sebagian besar mengkategorikan menjadi faktor
ekonomi dan non ekonomi (Umar et al., 2018;
Zainan et al., 2017), bahkan beberapa penelitian
membahas berdasarkan aspek keperilakuan
(Bruno, 2018; Cahyonowati et al., 2012; Olsen
et al., 2018).

Selain  penelitian

empiris,  beberapa

penelitian juga mengulas kepatuhan pajak
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berdasarkan kajian teoritis. Thimmesch (2015)
menelaah kepatuhan pajak dengan menguraikan
berdasarkan beberapa dua perspektif, yaitu
economic model dan nonpecuniary models yang
meliputi faktor norma sosial, pandangan
terhadap legitimasi pemerintah, dan perilaku.
Studi mengenai pajak di Eropa, Amerika
Serikat, dan di wilayah Asia Pasifik juga
menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat
ditentukan oleh faktor ekonomi seperti persepsi
tentang sanksi, pemeriksaan, dan faktor non-
ekonomi vyang berkaitan dengan variabel-
variabel sosial dan psikologi seperti tax morale
(Tan dan Braithwaite 2018). Beberapa
penelitian lain juga melakukan telaah literatur
dari beberapa sudut pandang, dengan
menekankan pada masing-masing teori yang
dapat menjelaskan tentang kepatuhan pajak,
seperti Ratmono (2014); Ritsatos (2014) yang
menggunakan teori slippery slope, sementara
Efebera et al. (2004) lebih memfokuskan pada
theory of planned behaviour, tetapi Kamleitner
et al., (2012) memilih prospect theory.
Berbagai macam literatur tersebut pada
dasarnya selalu mencari faktor penjelas dari
kepatuhan pajak dengan mengombinasikan dari
faktor ekonomi dan non-ekonomi. Namun, tren
penelitian kepatuhan pajak saat ini lebih
cenderung  membahas dalam  rerangka
psikologi-sosial, sebagaimana yang telah
dijelaskan oleh Ratmono (2014) bahwa
kecenderungan tersebut muncul karena adanya
kesadaran bahwa pembahasan kepatuhan pajak
tidak cukup jika hanya menggunakan variabel-
variabel deterrence saja. Oleh karena itu,
penelitian ini  akan menelaah  kembali

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan
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kepatuhan pajak dari aspek keperilakuan
melalui teori yang relatif jarang digunakan,
seperti attribution theory, yang kemudian dapat
dipetakan menjadi beberapa kategori terkait
dengan faktor-faktor yang memengaruhi
kepatuhan pajak, beserta solusi yang

memungkinkan.

Kajian Literatur Dan Pengembangan
Hipotesis

Landasan teoritis kepatuhan pajak dapat
diperoleh dari penelitian (James and Alley,
2004) yang menyajikan tipologi pendekatan
kepatuhan pajak dalam konteks pendekatan
sempit (pendekatan ekonomi), dan pendekatan
luas (pendekatan keperilakuan). Penelitian-
penelitian  yang  menyajikan  informasi
mengenai pendekatan ekonomi, bagi para
peneliti, pendekatan tersebut merupakan
pendekatan yang awalnya digunakan dalam
menjelaskan topik kepatuhan pajak, dengan
mendasarkan pada asumsi bahwa wajib pajak
adalah pihak yang rasional ketika dihadapkan
pada kondisi yang tidak pasti Allingham dan
Sandmo(1972). Akan tetapi, Alm et al. (1992)
mengidentifikasi bahwa pendekatan ekonomi
memiliki keter-batasan,  seperti ketika
dihadapkan pada perilaku-perilaku wajib pajak
yang tidak rasional. Disamping itu, pendekatan
ekonomi  meliputi faktor-faktor deterrence
seperti tarif, pemeriksaan, sanksi pajak, yang
identik dengan solusi yang bersifat memaksa,
dan dianggap kurang efektif dalam jangka
panjang (Tan and Braithwaite, 2018.). Oleh
karena itu, para peneliti mulai meggunakan
alternatif lain untuk mengatasi keterbatasan

tersebut.
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Melalui pendekatan keperilakuan, peneliti
dapat memperoleh informasi dari sudut
pandang yang berbeda, terutama dalam hal
perilaku wajib pajak yang tidak rasional.
Beberapa teori yang mendukung pendekatan ini
adalah teori slippery slope, theory of planned
behavior, motivation crowding theory, teori
atribusi. Untuk konteks kepatuhan pajak, teori
slippery slope relatif lebih sering digunakan
sebagai landasan teori, karena teori tersebut
meliputi faktor-faktor psikologi-sosial,
sehingga hasil penelitian dapat digunakan
sebagai dasar untuk menyusun solusi tentang
kepatuhan pajak yang bersifat sukarela
(Ratmono, 2014). Selain teori slippery slope,
penelitian kepatuhan pajak dapat dibahas
berdasarkan teori atribusi, yang membedakan
penyebab suatu peristiwa, tindakan menjadi dua
atau bahkan tiga pengaruh yaitu pengaruh
internal, eksternal, atau relasional.

Teori Atribusi dalam Konteks Perpajakan

Teori atribusi merupakan salah satu teori
yang dapat menjelaskan mengenai apa yang
menjadi determinan atas suatu peristiwa,
menjawab pertanyaan “mengapa”’, terutama jika
dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap
individu. Kelley and Michela (1980)
mendefinisikan teori atribusi sebagai teori
mengenai bagaimana seseorang mencari tahu
suatu penyebab. Berdasarkan penjelasan
tersebut, teori atribusi juga dapat dikaitkan
dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal
memetakan apa saja faktor-faktor yang
menyebabkan kepatuhan pajak para wajib

pajak.
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Kaplan et al. (1988) meneliti mengenai pajak
yaitu membahas secara spesifik tentang
penggelapan pajak dengan menggunakan teori
atribusi, dan membuktikan bahwa perilaku
penggelapan pajak bisa diatribusikan kepada
faktor eksternal (situasional) yang menjadi
pemicu niatan untuk melakukan penggelapan
pajak menjadi lebih tinggi. Artinya adalah, teori
atribusi dapat dijadikan sebagai penjelas bahwa
perilaku penggelapan pajak dapat disebabkan
oleh faktor internal dari persepsi wajib pajak
sendiri, dan faktor eksternal yaitu bagaimana
lingkungan dapat memengaruhi wajib pajak.

Penggunaan teori atribusi tidak hanya
terbatas pada pembahasan penggelapan pajak,
tapi juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat
memengaruhi penilaian tanggung jawab para
wajib pajak (Schisler and Galbreath 2000).
Dengan kata lain, teori atribusi juga dapat
diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak,
yaitu untuk mengidentfikasi faktor internal dan
eksternal yang dapat menentukan tingkat
kepatuhan pajak setiap wajib pajak.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud
sebagai faktor internal dan eksternal dapat
diketahui berdasarkan penelitian Jones dan
Nibett (1971) yaitu faktor eksternal cenderung
diatribusikan sebagai penyebab pada saat
individu yang terlibat dalam suatu peristiwa,
sementara faktor internal atau personal
ditempatkan sebagai faktor penentu apabila
seorang individu tidak terlibat langsung, atau
sebatas mengamati. Pemaparan mengenai
faktor internal dan eksternal diperjelas oleh
Eberly et al., (2011), yang memberikan contoh

mengenai penyebab kegagalan tidak terpilih
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sebagai pemimpin proyek adalah faktor internal
seperti kurangnya keahlian, dan faktor eksternal
yaitu kurangnya dukungan dari para penyelia..

Selain faktor internal dan eksternal, Eberly
et al. (2011) memperluas pembahasan teori
atribusi dengan mengusulkan satu lagi faktor
penyebab suatu peristiwa yang dipandang dari
perspektif dyad, bukan hanya dari sudut
pandang individu, yaitu atribusi relasional.
Faktor relasional lebih ditekankan pada
hubungan antara dua pihak. Faktor tersebut
penting untuk diperhatikan dalam menemukan
anteseden suatu peristiwa, terutama dalam
konteks sosial, karena akan ada banyak faktor
penyebabnya, sehingga tidak selalu dapat
mengaitkan secara langsung dengan faktor
internal ataupun faktor eksternal. Atribusi
relasional dapat dicontohkan sebagai interaksi
antara dua pihak, seperti kegagalan seorang
pegawai dalam menyelesaikan suatu proyek
karena  kurangnya  komunikasi  dengan
atasannya. Kondisi tersebut dapat dianalisis
bahwa kegagalan seorang pegawai tidak dapat
diatribusikan kepada dirinya sendiri ataupun
atasannya, tetapi interaksi dan komunikasi
kedua pihak (Eberly et al., 2011).

Beberapa penelitian  lainnya, seperti
penelitian Ratmono dan Cahyonowati (2016)
membahas mengenai kepatuhan pajak dari
perspektif relasional yaitu perspektif yang
didasarkan pada konsep keadilan prosedural,
kepercayaan dan evaluasi pada moral otoritas
pajak. Penelitian Faizal et al., (2017) juga
menghubungkan antara keadilan prosedural dan
kepatuhan pajak, yang mendasarkan pada
pendapat Murphy dan Tyler (2008), bahwa

keadilan prosedural berkaitan dengan atribusi
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relasional, karena yang ditekankan adalah
perlakuan dari para fiskus terhadap wajib pajak,
apabila wajib pajak diperlukan dengan baik dan
adil, maka wajib pajak cenderung akan lebih
patuh.

Metode Penelitian
Penelusuran  faktor-faktor ~ yang  dapat
menentukan kepatuhan pajak akan dilakukan
melalui studi literatur mengenai kepatuhan
pajak. Studi literatur dipilih sebagai metode
karena memungkinkan para peneliti untuk
mengetahui hasil studi lain yang sangat relevan
dengan topik yang sedang diteliti dan dapat
digunakan untuk menelaah berbagai studi
dalam skala yang lebih luas sehingga dapat
mengetahui apa saja kesenjangan penelitian,
serta  memungkinkan para peneliti untuk
memperoleh rerangka  dengan  saling
mengaitkan  dan  membandingkan  antar
penelitian (Creswell 2014).

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah
berbagai macam literatur kemudian
mengombinasikannya sesuai dengan landasan
teoritis yang dipilih dalam menjelaskan topik
kepatuhan pajak. Tahapan yang digunakan pada
penelitian ini mengadopsi penelitian Baker dan
Barbu (2007). Adapun tahapan dalam me-
laksanakan studi literatur pada penelitian ini:
(1) Memilih literatur yang membahas mengenai
kepatuhan pajak. Pada tahap ini, peneliti
mengidentifikasi semua literatur yang tersedia
terkait topik kepatuhan pajak, meliputi artikel
pada jurnal akademik, artikel yang
dipublikasikan melalui website. Jurnal yang
dipilih tidak terbatas pada jurnal nasional,

ataupun khusus pada jurnal-jurnal akuntansi,

Jurnal lImiah Esai Volume 14, No. 1, Januari 2020



tetapi juga meliputi jurnal-jurnal internasional,
atau jurnal dari disiplin ilmu lain, seperti jurnal
dari disiplin ilmu hukum; dan (2) Memilih
artikel dengan topik dan judul yang relevan
dengan topik penelitian. Setelah
mengidentifikasi literatur yang akan digunakan,
langkah selanjutnya adalah meminimalkan
lingkup topik dengan menentukan kata kunci
pencarian. Identifikasi kata kunci pada literatur
yang terpilih, dilakukan melalui analisis
sistematis terhadap daftar isi, abstrak, dan
berfokus pada pencarian kata kunci “kepatuhan
pajak”. Jika judul artikel atau kata kunci
pencarian tidak secara spesifik meliputi kata
kunci yang telah ditentukan, tetapi abstrak
meliputi ide-ide yang relevan dengan topik
penelitian, maka artikel tersebut tetap dipilih
untuk ditelaah lebih lanjut. Pada tahapan ini,
peneliti dapat menentukan jumlah artikel yang
diperoleh dari beberapa jurnal. Artikel-artikel
tersebut merupakan artikel yang akan
digunakan sebagai referensi dalam telaah
literatur yang berkaitan dengan topik kepatuhan
pajak.

1. Menelaah artikel dengan meringkas hasil,
kesimpulan dan saran penelitian. Artikel-
artikel terpilin kemudian ditelaah untuk
memperoleh informasi mengenai
determinan kepatuhan pajak yang ditinjau
dari faktor internal, eksternal, dan relasional.
Selain anteseden kepatuhan pajak, aspek lain
seperti saran yang telah diusulkan oleh para
peneliti sebelumnya juga ditelusuri dan
diringkas.

2. Memetakan hasil penelitian berdasarkan

teori atribusi. Pada tahap ke empat,
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ringkasan penelitian dipetakan menjadi tiga
faktor sebagaimana teori atribusi yang
dijelaskan oleh Eberly et al. (2011),
sehingga dapat diperoleh dua intisari yaitu
intisari mengenai faktor-faktor penentu
kepatuhan pajak yang dikategorikan menjadi
tiga perspektif, dan intisari mengenai solusi,

saran untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pembahasan

Berdasarkan tahapan-tahapan pada metodologi
penelitian, dapat diperoleh 44 artikel untuk
ditelaah. Artikel-artikel tersebut meliputi artikel
yang berasal dari jurnal akuntansi, perpajakan,
hukum, ekonomi, dan psikologi. Total artikel
yang berhasil ditelaah meliputi 12 artikel dari
jurnal nasional dan 32 artikel dari jurnal
internasional. Klasifikasi tersebut berfungsi
untuk memperjelas alasan pemilihan literatur,
yaitu jurnal nasional dipilih karena aspek
perpajakan sangatlah spesifik dan berbeda di
setiap wilayah, sedangkan jurnal internasional
disertakan untuk memperoleh informasi,
wawasan mengenai perpajakan khususnya
mengenai kepatuhan pajak di berbagai wilayah,
yang dapat berguna untuk membandingkan
bagaimana aspek kepatuhan pajak yang berlaku
dari satu wilayah dengan wilayah lain.

Selain melakukan klasifikasi, penelitan ini
juga bertujuan untuk menelusuri determinan
kepatuhan pajak, dan mengklasifikasikannya
berdasarkan teori atribusi.  Faktor-faktor
tersebut dikelompokkan berdasarkan tiga faktor

yaitu faktor internal, eksternal, dan relasional.
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Faktor internal

Melalui proses telaah literatur, dapat diperoleh
12 faktor internal yang dapat memengaruhi
kepatuhan pajak, yaitu:

Etika

Faktor etika dibahas oleh tiga peneliti yaitu
Cahyonowati et al. (2012); Lodha et al. (2017);
Putra (2017). Etika dipandang sebagai salah
satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan
ketika bermaksud meningkatkan kepatuhan
pajak dari wajib pajak. Cahyonowati et al.
(2012) membahas bahwa tingkat etika yang
dinilai berdasarkan ukuran Machiavelianisme,
ternyata dapat memengaruhi kepatuhan pajak.
Wiajib pajak dengan tingkat etika yang tinggi,
tidak perlu diancam dengan denda ataupun
pemeriksaan untuk dapat mematuhi aturan
perpajakan. Putra (2017) juga menyimpulkan
bahwa semakin baik tingkat etika seseorang,
maka akan semakin patuh, seperti seorang
dosen akan cenderung memiliki tingkat etika
yang tinggi karena harus memberikan contoh
yang baik bagi mahasiswanya, seperti lebih
mematuhi aturan perpajakan. Disamping itu,
penelitian Lodha et al. (2017) menunjukkan
bahwa para responden yaitu akuntan di India
setuju bahwa membayar pajak adalah tindakan
yang etis. Berdasarkan pemaparan hasil
penelitian tersebut, dapat pula diperoleh saran
dari para peneliti yaitu fiskus atau pemerintah
perlu mengupayakan program-program yang
dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara
sukarela, dan memberikan sanksi yang lebih
tegas kepada para fiskus yang korupsi serta
memastikan adanya penegakan hukum bagi

para wajib pajak yang tidak patuh

23

Norma dan moral

Norma diketahui sebagai salah satu faktor
internal yang berperan dalam menentukan
tingkat kepatuhan pajak. Hidayat dan Nugroho
(2011) membahas norma berdasarkan sudut
pandang theory of planned behavior yang
dihubungkan dalam konteks perpajakan yaitu
sejauh mana wajib pajak meyakini pengaruh
individu lain tentang kepatuhan pajak, dan
kewajiban normal atau norma individu yang
berhubungan dengan keyakinan bahwa ketika
tidak mematuhi aturan pajak, maka individu
tersebut akan merasa bersalah. Efebera et al.
(2004) meneliti mengenai pengaruh normatif
yang dikategorikan sebagai tekanan sosial agar
wajib pajak menjadi lebih patuh (norma sosial),
dan kesadaran atau rasa bersalah apabila tidak
mematuhi aturan yang ada (norma moral).
Jimenez and lyer (2016) meneliti topik yang
serupa, yaitu mengenai norma sosial dan norma
personal, tetapi norma sosial diperluas dengan
mengklasifikannya menjadi tiga jenis yaitu
norma deskriptif, norma injunctive, dan norma
subjektif, yang intinya adalah bagaimana
persepsi setiap individu terhadap norma yang
ada disekitarnya mengenai kepatuhan pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Lisi (2015) juga
menunjukkan pentingnya aspek norma dan
moral dalam kepatuhan pajak, sehingga dapat
diusulkan  mengenai  solusi  peningkatan
kepatuhan pajak melalui membedakan solusi
bagi wajib pajak yang patuh dan yang tidak
patuh. Bagi wajib pajak yang jujur, solusi
berupa peningkatan pengawasan dengan
menyeimbangkan pengurangan pajak, tetapi

pengawasan  sebaiknya diperketat serta
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pengenaan denda yang lebih tinggi bagi wajib
pajak yang tidak patuh.

Emosi

Olsen et al., (2018) meneliti pengaruh emosi
pada kepatuhan pajak, dimana emosi sebagai
pemediasi faktor kewenangan dan kepercayaan
pada fiskus. Penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa faktor yang bersifat memaksa dapat
memberikan emosi yang negatif (contoh: takut,
tertekan, rasa bersalah), dan mengakibatkan
menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
Sementara faktor yang bersifat sukarela seperti
wajib pajak yang percaya pada fiskus dapat
berdampak pada emosi positif, sehingga wajib
pajak dapat lebih patuh. Hasil penelitian
tersebut selaras dengan penelitian Calvet et al.
(2014) yang menjelaskan faktor emosi yang
ditinjau dari empati dan simpati, dimana
seseorang yang memiliki empati yang tinggi
akan cenderung mematuhi aturan perpajakan.
Motivasi

Motivasi dalam konteks perpajakan diteliti oleh
Mangoting dan Sadjiarto (2013) diartikan
sebagai jarak sosial dari satu individu dengan
pihak otoritas. Jarak yang dimaksud adalah
penempatan posisi seorang individu, apakah
relatif dekat atau jauh. Semakin jauh individu
dengan pihak otoritas, maka otoritas semakin
tidak memahami dan mendengar tuntutan wajib
pajak, sehingga para wajib pajak tidak
memikirkan apakah konsekuensinya bila tidak
patuh. Motivasi yang dimaksud dalam
penelitian tersebut adalah, pada dasarnya wajib
pajak memiliki motivasi untuk patuh yaitu
dengan adanya komitmen untuk patuh, tetapi

motivasi awal tersebut berubah ketika
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dihadapkan pada besarnya pajak yang harus
dibayar.

Kebutuhan dan Kemudahan

Pengertian kebutuhan dan kemudahan yang
dimaksud terkait konsep perpajakan adalah
kebutuhan dan kemudahan untuk memperoleh
NPWP. Priantara and Supriyadi (2012)
menyimpulkan bahwa wajib pajak akan
cenderung lebih patuh ketika dihadapkan pada
kebutuhan akan NPWP, dan kemudahan untuk
memiliki  NPWP. Faktor kebutuhan dan
kemudahan adalah dua faktor yang saling
berkaitan, yaitu ketika wajib pajak sedang
membutuhkan NPWP kemudian difasilitasi
dengan adanya kemudahan untuk memperoleh
NPWP, maka wajib pajak tersebut merasa
sistem perpajakan yang ada telah sesuai dengan
ekspektasinya, sehingga para wajib pajak akan
lebih  mudah untuk mematuhi aturan
perpajakan. Oleh karena itu, disarankan untuk
dapat meningkatkan program Yyang akan
menyebabkan para wajib pajak semakin patuh,
yaitu melalui penyuluhan dan edukasi mengenai
manfaat memiliki NPWP, modernisasi sistem
perpajakan.

Pengetahuan

Pengetahuan merupakan komponen yang
penting dan dapat menentukan apakah wajib
pajak akan patuh atau tidak. Penjelasan
mengenai  pengetahuan  dalam  konteks
perpajakan dapat bermacam-macam,
tergantung aspek apa yang sedang dibahas.
Yahaya et al. (2018) meneliti pengetahuan
pajak dan secara spesifik medefinisikannya
sebagai pengetahuan mengenai self assessment

system (SAS), yaitu ketika pengetahuan wajib
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pajak sudah memadai, maka wajib pajak akan
cenderung patuh. Zainan et al. (2017)
menyimpulkan hal yang serupa namun dalam
pengertian yang berbeda, yaitu pengetahuan
pajak yang dinilai berdasarkan pengetahuan
wajib pajak terhadap goods and services tax.
Disamping itu, Saad (2014) juga menekankan
bahwa pengetahuan pajak adalah salah satu
elemen dasar yang diperlukan  untuk
menerapkan kepatuhan pajak secara sukarela,
namun para wajib pajak sering terkendala oleh
pengetahuan pajak yang bersifat teknis, bahkan
kesadaran akan pentingnya mengetahui pajak
masih kurang. Sehingga, penting bagi para
fiskus untuk terus mengupayakan edukasi pajak
ataupun sosialisasi dan program-program lain.
Kesadaran

Tingkat kesadaran juga sering dikaitkan dengan
kepatuhan pajak, sebagaimana penelitian Tarjo
dan Kusumawati (2006) yaitu penerapan sef-
assessment system masih belum optimal karena
para wajib pajak masih belum menyadari
fungsi-fungsi perpajakan, kepatuhan pajak lebih
disebabkan oleh faktor denda. Pentingnya
kesadaran perpajakan juga dijelaskan oleh
Kamleitner et al. (2012), yang menyarankan
bahwa perlu ada wupaya vyang dapat
meningkatkan kesadaran untuk membayar
pajak.

Preferensi risiko

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat pula
ditentukan oleh faktor-faktor situasional,
artinya meskipun terdapat kondisi yang
memungkinkan para wajib pajak untuk patuh,
namun hal tersebut tidak berlaku jika wajib
pajak berada pada situasi tertentu, seperti

penelitian yang dilakukan oleh Alabede et al.
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(2011) yang menyimpulkan bahwa preferensi
risiko setiap wajib pajak (risiko keuangan,
kesehatan, Kkarir, keamanan) ternyata dapat
menurunkan tingkat kepatuhan pajak, walaupun
kondisi tata kelola publik sudah memadai.
Sehingga perlu ada upaya yang dapat mencegah
efek negatif dari preferensi risiko.
Sosial-ekonomi

Pengaruh sosial-ekonomi dapat ditinjau dari
dua sudut pandang yaitu kondisi sosial-ekonomi
para wajib pajak dan kondisi sosial-ekonomi
secara umum. Sudut pandang yang pertama
dapat dijelaskan sebagai kecenderungan para
wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh
terhadap aturan perpajakan tergantung pada
kondisi ekonomi atau aspek ekonomi wajib
pajak. Sementara, Umar et al. (2018) lebih
menekankan faktor sosial-ekonomi sebagai
suatu kondisi secara umum yang ada pada suatu
negara melalui beberapa indikator seperti
tingkat populasi, kesehatan, pendidikan,
aktivitas ekonomi. Umar et al. (2018) juga
menegaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi
sebagai faktor yang dapat memediasi tata kelola
publik dan kepatuhan pajak, yaitu kondisi tata
kelola yang bagus dapat menciptakan kondisi
sosio ekonomi yang stabil, dimana warga dapat
memperoleh akses untuk barang dan jasa secara
memadai, sehingga akan timbul satisfaction dan
memicu pada peningkatan kepatuhan para wajib
pajak. Walaupun terdapat dua sudut pandang
dalam  kondisi  sosial-ekonomi,  namun
implikasinya relatif sama, terutama bagi
penyusun kebijakan di negara berkembang
yaitu diharapkan dapat lebih
mempertimbangkan kebijakan yang dapat

meningkatkan kondisi sosial-ekonomi,
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sehingga para wajib pajak lebih memahami dan
membayar pajak secara sukarela.

Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang berhasil
diidentifikasi terdiri dari 8 faktor, yaitu sistem,
kekuatan (dari pihak otoritas pajak), tata kelola,
institusi,  sanksi, teguran, denda dan
pemeriksaan, kompleksitas.

Sistem

Sistem perpajakan menjadi salah satu penentu
apakah wajib pajak bersedia untuk patuh atau
tidak. Salah satunya yaitu sistem monitoring
pelaporan pembayaran pajak (MP3) yang
diteliti olen Lasmana et al. (2005), yang
menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem
MP3 dapat memotivasi wajib pajak yang
menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri,
untuk lebih patuh karena adanya pengawasan
dari para fiskus. Selain adanya sistem
pengawasan, inovasi sistem perpajakan juga
dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak,
karena wajib pajak akan dimudahkan dalam
mematuhi berbagai aspek perpajakan, seperti e-
filling, e-spt, namun Putra (2017) memperoleh
hasil yang berbeda yaitu meskipun terdapat
modernisasi sistem, tetapi sistem tersebut
belum dapat digunakan secara optimal oleh
wajib  pajak. Alasfour et al. (2016);
Nkundabanyanga et al. (2017) meneliti dan
menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu
bahwa sistem pajak yang adil dan transparan
dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem
pajak yang baik dan transparan akan
memunculkan  perasaan  adil, sehingga
keinginan wajib pajak untuk tidak patuh dapat

diminimalkan. Namun, sistem yang adil dan
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transparan membutuhkan tata kelola dan
akuntabilitas yang berkualitas, oleh karena
perlu adanya upaya untuk tetap meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
berkualitas.

Kekuatan (dari pihak otoritas pajak)
Implementasi sistem perpajakan belum lengkap
tanpa adanya upaya penegakan, salah satunya
adalah kekuatan dari pihak pemerintah ataupun
fiskus terhadap para wajib pajak. Olsen et al.
(2018); Siglé et al. (2018) membuktikan bahwa
kewenangan yang kuat dari para fiskus, yang
disertai dengan konsekuensi tertentu dapat
meningkatkan persepsi wajib pajak bahwa para
fiskus akan melakukan pengawasan bagi para
wajib pajak yang tidak patuh, sehingga suka
atau tidak suka wajib pajak akan cenderung
mematuhi aturan wajib pajak. Namun, kekuatan
yang bersifat memaksa tersebut, tidak
sepenuhnya efektif, sebagaimana penelitian
Mohdali et al. (2014) yang menyimpulkan
bahwa ancaman tidak selalu dapat berdampak
pada tingkat kepatuhan pajak, bahkan hal
tersebut dapat memicu wajib pajak untuk
menjadi tidak patuh.

Tata Kelola

Tata kelola yang dimaksud adalah bagaimana
tata kelola publik atau pemerintah dalam
mengelola pajak. Korelasi antara tata kelola dan
kepatuhan pajak dapat diibaratkan sebagai
kontrak sosial antara pemerintah dan warga
negara. Para warga negara yang membayarkan
pajak tentu berharap bahwa pemerintah
menggunakan pajak tersebut untuk memenuhi
kebutuhan publik. Namun, apabila tata kelola

pemerintah dipersepsikan tidak berkualitas, dan
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terbukti tidak sesuai dengan ekspektasi
masyarakat, maka ada kemungkinan bahwa
para wajib pajak akan enggan untuk patuh
terhadap aturan perpajakan. Sebagaimana
penelitian dari Alabede etal. (2011); Umar et al.
(2018) yang membuktikan bahwa tata kelola
publik yang berkualitas dapat meningkatkan
kepatuhan pajak

Institusi

Manifestasi kualitas tata kelola publik tidak
terbatas pada pemenuhan kebutuhan publik,
tapi juga bagaimana pengelolaan birokrasi,
efektivitas pemerintahan, efisiensi pengeluaran,
serta tingkat korupsi. Keempat contoh tersebut
merupakan faktor-faktor yang diteliti terkait
dengan kepatuhan pajak. Sebagai contoh
penelitian Nkundabanyanga et al., (2017); Picur
dan Riahi-Belkaoui (2006) yang membahas
bahwa  semakin efektif ~ pengelolaan
pemerintahan, semakin rendah level birokrasi
dan tingkat korupsi dapat menciptakan
kepercayaan wajib pajak bahwa pajak yang
dibayar digunakan dengan sebaik mungkin,
sehingga wajib pajak termotivasi untuk lebih
patuh pada aturan perpajakan. Selaras dengan
penelitian  Alasfour et al. (2016) yang
menjelaskan mengenai efisiensi pengeluaran,
tingkat korupsi dan kepatuhan pajak.
Pengeluaran yang efisien dapat dicontohkan
sebagai pengeluaran untuk hal-hal yang
penting,  kemudian  pengeluaran  yang
disesuaikan dengan preferensi masyarakat
lokal. Apabila wajib pajak mempersepsikan
bahwa pengeluaran pemerintah sudah efisien
dan sesuai dengan kebutuhan, maka wajib pajak
akan lebih percaya pada pemerintah dan

bersedia untuk lebih mematuhi aturan pajak.
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Namun, Bruno (2018) menyoroti bahwa
institusi politik (dalam hal ini dapat diartikan
sebagai pemerintah) yang baik tidak lah cukup,
yaitu harus disertai dengan informasi yang
memadai mengenai  berbagai mekanisme
perpajakan.

Sanksi

Penerapan sanksi masih dianggap upaya yang
menjanjikan agar wajib pajak lebih patuh.
Sebagai salah satu faktor yang bersifat
memaksa, sanksi diharapkan dapat memberikan
efek jera bagi wajib pajak, sehingga lebih
termotivasi untuk terhindar dari sanksi dengan
berperilaku lebih patuh terhadap peraturan
perpajakan. Akan tetapi, jika ditinjau
berdasarkan penelitian empiris, tidak semua
penelitian menyimpulkan bahwa sanksi sebagai
salah satu faktor yang menentukan kepatuhan
pajak, seperti penelitian Priantara and Supriyadi
(2012); Putra (2017). Sementara penelitian
Ratmono (2014); Gudono (1998)
menyimpulkan bahwa sanksi tetap menjadi
faktor yang harus tetap dipertimbangkan agar
wajib pajak mematuhi aturan perpajakan,
namun penerapan sanksi harus disertai dengan
prosedur yang adil, seperti pemberian sanksi
yang lebih berat bagi wajib pajak yang tingkat
ketidakpatuhannya lebih tinggi.

Teguran

Teguran dapat pula dijadikan sebagai salah satu
faktor pendorong yang bersifat memaksa agar
wajib pajak lebih patuh. Teguran dalam konteks
perpajakan adalah surat teguran yang ditujukan
bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi
aturan tertentu. Rosyidi (2016) menunjukkan
bahwa para wajib pajak akan lebih patuh ketika

memperoleh surat teguran, artinya adalah
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dengan adanya sesuatu hal yang bersifat
memaksa, wajib pajak akan merasa bahwa
dirinya telah melakukan kesalahan tertentu,
sehingga akan berupaya untuk mematuhi aturan
pajak, agar tidak memperoleh sanksi yang lebih
berat.

Denda dan Pemeriksaan

Cahyonowati et al. (2012) mempertimbangkan
denda dan pemeriksaan sebagai faktor yang
dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena
jika wajib pajak tidak diberikan informasi
mengenai denda atau pemeriksaan, maka
mereka akan cenderung untuk mengabaikan
peraturan yang ada, bahkan melakukan
kecurangan. Pendapat tersebut selaras dengan
penelitian Efebera et al., (2004); Ratmono dan
Cahyonowati (2016) yang tetap menggunakan
denda sebagai faktor penentu kepatuhan pajak,
tetapi terdapat penekanan bahwa faktor-faktor
yang bersifat memaksa diprediksi hanya dapat
meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka
pendek, sehingga pemerintah, otoritas pajak
dapat menyusun kebijakan sebagai insentif agar
wajib pajak lebih patuh. Disamping itu,
Gemmell and Ratto, (2018) memperluas
penelitian mengenai denda pajak dalam konteks
penelitian eksperimen, dan membuktikan
bahwa wajib pajak yang memperoleh informasi
denda lebih spesifik cenderung untuk lebih
patuh dalam membayar tunggakan hutang
pajak. Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan
bahwa denda, termasuk informasi-informasi
mengenai denda adalah anteseden yang penting
dalam konteks kepatuhan pajak.

Kompleksitas
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Kompleksitas dalam konteks perpajakan
mengacu pada kesulitan para wajib pajak untuk
mematuhi aturan yang ada dalam perpajakan
Zainan et al. (2017). Hal tersebut juga selaras
dengan penelitian  Saad (2014) yang
menjelaskan bahwa kompleksitas sistem pajak
dapat menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk
melaksanakan aturan pajak yang ada, dan
kemudian menjadikan wajib pajak semakin
tidak patuh. Akan tetapi korelasi antara
kompleksitas dan kepatuhan pajak juga dapat
diprediksi sebagai korelasi yang positif, artinya
adalah bagi sebagian wajib pajak yang
berorientasi untuk menghindari risiko, akan
cenderung untuk tetap patuh meskipun sistem
pajak sangat kompleks Zainan et al. (2017);
Musimenta et al. (2017); Efebera et al. (2004).
Disamping itu, ketidakpatuhan yang muncul
ketika sistem pajak cukup kompleks, dapat
dipandang sebagai ketidakpatuhan yang tidak
disengaja karena wajib pajak tidak cukup tahu
mengenai sistem pajak hingga aspek teknisnya.
Oleh karena itu, menyederhanakan
kompleksitas sistem pajak atau meningkatkan
pemahaman pajak melalui edukasi, sosialisasi
menjadi agenda yang penting agar para wajib
pajak lebih mengenal dan paham mengenai
sistematika yang ada dalam aspek perpajakan.
Faktor Relasional

Faktor ketiga dalam sudut pandang teori
atribusi  yaitu  faktor relasional yang
menekankan anteseden atau penyebab suatu
peristiwa berasal dari relasi antara dua pihak.
Pada penelitian ini, relasi yang dimaksud adalah
hubungan antara fiskus dan wajib pajak,

bagaimana wajib pajak mempersepsikan suatu
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faktor relasi dengan para fiskus. Berdasarkan
beberapa artikel yang telah dianalisis, diperoleh
dua faktor relasional yang dapat diidentifikasi
sebagai penyebab kepatuhan pajak, yaitu
persepsi keadilan atau ketidakadilan prosedural
dan kepercayaan.

Persepsi Keadilan

Persepsi keadilan dapat didefinisikan sebagai
keadilan mengenai distribusi beban pajak,
kontribusi pajak yang seharusnya dibayarkan
atau manfaat yang seharusnya diterima Efebera
et al. (2004); Musimenta et al., (2017); Zainan
et al. (2017). Disamping itu, dalam perspektif
teori atribusi untuk faktor relasional, persepsi
keadilan dapat pula diartikan sebagai persepsi
mengenai perlakuan fiskus terhadap wajib
pajak. Sebagaimana penelitian Alm (1991);
(Ratmono, 2014) yang menjelaskan bahwa
persepsi keadilan sebagai suatu faktor dimana
wajib pajak akan mempersepsikan suatu
prosedur sudah adil dan wajar ketika para fiskus
memperlakukan ~ para  wajib  pajaknya
memperlakukan semua wajib pajak secara sama
dan konsisten, serta tidak terjebak dalam self-
interest. Murphy dan Tyler (2008) juga
menegaskan bahwa pada saat wajib pajak telah
diperlakukan dengan baik dan adil, maka wajib
pajak akan merasa bahwa hak dan
kewajibannya akan terpenuhi, sehingga akan
menyebabkan wajib pajak untuk lebih patuh.
Oleh karena itu, mempertahankan persepsi
keadilan dari wajib pajak adalah hal yang
penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak,
dan pemerintah perlu menyusun kebijakan yang
dapat memastikan bahwa prosedur, sistem
pajak yang ada telah dipersepsikan adil,

misalnya dengan meningkatkan transparansi
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informasi mengenai mekanisme pembayaran
pajak, pelaporan SPT, pendaftaran NPWP.
Kepercayaan

Faktor kepercayaan dipandang sebagai faktor
yang menggambarkan bagaimana relasi kedua
pihak (fiskus dan wajib pajak) dapat
memengaruhi kepatuhan pajak. Relasi yang
dimaksud dalam konteks kepercayaan dan
kepatuhan pajak bisa bermacam-macam,
tergantung apa yang menjadi penyebab wajib
pajak percaya terhadap para fiskus atau otoritas
pajak. Sebagai contoh adalah penelitian
Jimenez dan lyer (2016); Ratmono (2014) yang
membahas bahwa kepercayaan terhadap fiskus
timbul setelah fiskus memperlakukan wajib
pajak dengan adil, sehingga kepercayaan
terhadap fiskus semakin bertambah dan wajib
pajak menjadi lebih patuh. Selain itu Ratmono
and Cahyonowati (2016) juga membahas topik
yang serupa Vaitu Kkepercayaan terhadap
aparatur perpajakan, bahwa aparatur telah
melakukan tindakan yang benar, tidak mudah
merasionalisasi  tindakan negatif  seperti
penghindaran, penggelapan pajak, sehingga
wajib pajak menjadi lebih percaya dan bersedia
untuk mematuhi aturan perpajakan. Pada
konteks internasional, penelitian mengenai
kepercayaan dan kepatuhan pajak juga
menunjukkan hasil yang relatif sama, bahwa
topik mengenai kepercayaan mengacu pada
kepercayaan interpersonal dan organisasional
Siglé et al. (2018), kepercayaan terhadap
stabilitas politik dan sistem pemerintahan yang
transparan Faizal et al. (2017); Olsen et al.
(2018), dan seluruh penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa kepercayaan adalah

faktor yang penting dalam memicu kepatuhan
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secara sukarela. Oleh karena itu, pemerintah
perlu meningkatkan kepercayaan para wajib
pajak terhadap pemerintah ataupun pihak
fiskus, seperti kebijakan yang inovatif untuk
proses rekrutmen pegawai, sistem pengendalian
internal, remunerasi dan hukuman (Ratmono
2014)
Pemetaan Determinan Kepatuhan Pajak
Melalui proses telaah literatur berdasarkan
perspektif teori atribusi, dapat diperoleh tiga
jenis faktor yang dapat menentukan kepatuhan
pajak, yaitu faktor internal, eksternal, dan
relasional. Masing-masing faktor memiliki

karakteristik tersendiri dan membawa dampak

Faktor Internal

Faktor Relasional

yang berbeda terhadap solusi yang diusulkan.
Komposisi faktor internal meliputi faktor-faktor
yang melekat pada kondisi setiap wajib pajak.
Beberapa peneliti berpendapat bahwa faktor-
faktor tersebut dapat menjadi faktor yang
memicu kepatuhan pajak secara sukarela. Para
wajib pajak mematuhi aturan perpajakan
semata-mata karena mereka sendiri yang
menghendaki untuk patuh. Sehingga, solusi
yang sering diusulkan adalah program,
kebijakan yang dapat memotivasi wajib pajak
untuk semakin patuh, tetapi tidak Dbersifat
sebagai ancaman, atau pemaksaan, seperti

sosialisasi, edukasi pajak

Faktor Eksternal

Etika, Norma dan Moral,
Emosi, Motivasi, Kebutuhan
dan Kemudahan, |:>
Pengetahuan, Kesadaran,
Preferensi risiko, Sosial-
ekonomi

Persepsi Keadilan

Kepercayaan

Sistem, Kewenangan, Tata
Kelola, Institusi, Sanksi,
Teguran, Denda dan
Pemeriksaan,
Kompleksitas

2

2% U

Kebijakan yang memotivasi
untuk semakin patuh
(sosialisasi dan edukasi)

Peningkatan kualitas
pelayanan, transparansi,
akuntabilitas

Memperketat pemberian
sanksi, dan Peningkatan
kualitas tata kelola
institusi

Gambar 1: Pemetaan Determinan Kepatuhan Pajak
Sumber: Diolah Penulis, 2018

Berbeda halnya dengan faktor eksternal, para
wajib pajak yang patuh cenderung disebabkan
oleh  kondisi eksternalnya, atau faktor
situasional yang sedang dihadapi. Sebagai
contoh, para wajib pajak mematuhi aturan yang
ada bukan karena kesadarannya sendiri,
melainkan agar terhindar dari sanksi, denda,

teguran, atau wajib pajak enggan untuk patuh
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karena kualitas sistem, tata kelola, institusi yang
tidak sesuai dengan ekspektasi wajib pajak.
Beberapa komponen faktor eksternal yang
berhasil diidentifikasi menunjukkan bahwa
faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang
bersifat memaksa, ancaman. Para peneliti
berpendapat bahwa determinan yang bersifat

memaksa memanglah dapat meningkatkan
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kepatuhan pajak, tetapi hanya berfungsi secara
optimal dalam jangka pendek. Meskipun
demikian, penerapan solusi yang berhubungan
dengan faktor eksternal seperti memperketat
pemberlakuan sanksi, denda, dan solusi yang
berhubungan dengan kualitas institusi, tetap
perlu dipertahankan sebagai upaya untuk
memperkuat justifikasi, bahwa penting bagi
setiap wajib pajak untuk mematuhi aturan
perpajakan.

Sedangkan, faktor relasional digunakan
untuk mengklasifikasikan anteseden kepatuhan
pajak yang tidak dapat secara langsung
diatribusikan kepada faktor internal atau faktor
eksternal. Faktor relasional pada konteks
penelitian ini diartikan sebagai faktor mengenai
relasi antara fiskus dan wajib pajak, seperti
persepsi keadilan dan kepercayaan. Kedua
faktor tersebut pada dasarnya saling berkaitan,
yaitu wajib pajak yang patuh bisa disebabkan
karena percaya pada pihak otoritas pajak,
sedangkan wajib pajak dapat percaya ketika
fiskus memperlakukan wajib pajak dengan adil.
Dengan kata lain, faktor relasional dapat pula
diartikan sebagai faktor yang merupakan
kombinasi dari faktor internal dan eksternal,
sehingga solusi yang perlu diterapkan terkait
dengan faktor relasional adalah solusi tentang
meningkatkan kualitas relasi diantara kedua
pihak, seperti peningkatan kualitas pelayanan,
transparansi informasi me-ngenai mekanisme
perpajakan, akun-tabilitas penggunaan dana
pajak untuk meminimalkan kecurigaan atas pe-

nyalahgunaan pajak.
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Kesimpulan

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek
yang penting untuk dipertimbangkan agar dapat
meningkatkan realisasi penerimaan pajak.
Melalui penelusuran terhadap artikel kepatuhan
pajak, diperoleh informasi bahwa determinan
kepatuhan  pajak  dapat  dikategorikan
berdasarkan teori atribusi yang terdiri dari
faktor internal, eksternal, dan relasional. Faktor
internal penentu kepatuhan pajak meliputi
faktor etika, norma, moral, emosi, motivasi,
kebutuhan, kemudahan, pengetahuan,
kesadaran, preferensi risiko, dan kondisi sosial-
ekonomi. Sedangkan faktor eksternal meliputi
faktor sistem, kewenangan, tata kelola, institusi,
sanksi, teguran, denda, pemeriksaan, dan
kompleksita sistem pajak. Disamping itu,
terdapat satu faktor lain yang mengaitkan faktor
internal dan eskternal yaitu faktor relasional
yang terdiri dari persepsi keadilan dan
kepercayaan.

Penelusuran terhadap faktor-faktor tersebut
berimplikasi pada solusi yang seharusnya
diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan
pajak. Solusi yang dapat diusulkan vyaitu
program-program yang bersifat sukarela,
penegasan pemberian sanksi, peningkatan
kualitas, atau dapat menerapkan program lain
yang dapat meningkatkan partisipasi wajib
pajak seperti pertukaran informasi antara fiskus
dan wajib pajak, sebagaiamana yang telah
diterapkan dalam konteks internasional.
Adapun implikasi lain dari penelitian ini bagi
pemerintah yaitu pentingnya identifikasi faktor-
faktor yang menjadi penyebab, penentu suatu
peristiwa sehingga dapat ditentukan solusi yang

lebih berdampak dan tepat sasaran. Disamping
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itu, penelitian ini juga memiliki beberapa
keterbatasan, terutama dalam hal
mengkategorikan determinan kepatuhan pajak,
dan penelusuran solusi bagi setiap faktor yang
berhasil diidentifikasi, sehingga pada penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan telaah
literatur agar dapat menelusuri faktor-faktor
penentu kepatuhan pajak dengan lebih objektif

dan komprehensif.
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